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Materi Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

Mata Kuliah Memuat Bahan Ajar Tentang Pengertian Hukum Tata Negara, Kedudukan HTN Dalam Klasifikasi Hukum, Hubungan HTN Dengan Ilmu 
Negara, Ilmu Politik Dan Hukum Administrasi Negara, Sumber Hukum HTN, Sistem Pemerintahan Indonesia, UUD 1945, Otonomi Daerah, Lembaga 
Negara Dan Pemilu 
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Media Pembelajaran White board, spidol, Laptop,LCD dan multi media class equip ment 
Team Teaching  
Matakuliah Prasyarat  

      
Minggu Ke- Kemampuan Akhir yang 

diharapkan (Sub-CP MK) 
Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran Kriteria, Bentuk dan Bobot 

Penilaian 
1 Mahasiswa Mampu 

Menjelaskan  Istilah Dan 
Pengertian Hukum Tata 
Negara, Kedudukan HTN 
Dalam Kurikulum Fakultas 
Hukum Serta Mampu 
Menjelaskan Tentang 
Batasan Dan Objek HTN 

PENGANTAR 
1. Istilah Dan Pengertian 

Hukum Tata Negara 
2. Kedudukan HTN Dalam 

Kurikulum Fakultas 
Hukum 

3. Batasan Dan Objek 
Kajian HTN 

Pengertian Hukum Tata 
Negara 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

2 a. Mahasiswa Mampu   
Menguraikan Dan 
Menjelaskan  Metode 
Mempelajari HTN 

b. Mahasiswa Mampu 
Menganalisa Metode 
Yang Cocok Digunakan 
Untuk Mempelajari HTN 

PENGANTAR 
Metode Mempelajari HTN 
 

Metode Mempelajari HTN 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

3 Mahasiswa Mampu 
Menguraikan Dan 
Menjelaskan Kedudukan 
HTN Dalam Klasifikasi 
Hukum, Hubungan HTN 
Dengan Ilmu Negara, Ilmu 
Politik Dan Hukum 
Administrasi Negara 

PENGANTAR 
1. Kedudukan  HTN Dalam 

Klasifikasi Hukum 
2. Hubungan HTN Dengan 

Ilmu Negara, Ilmu 
Politik Dan Hukum 
Administrasi  Negara 

Kedudukan HTN Dalam 
Klasifikasi Hukum, 
Hubungan HTN Dengan 
Ilmu Negara, Ilmu Politik 
Dan Hukum Administrasi 
Negara 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

4 Mahasiswa Mampu 
Memahami, Menguraikan 
Dan Menjelaskan Istilah Dan 
Pengertian Sumber Hukum, 
Penggolongan Sumber 
Hukum Dan Sumber 
Hukum Tata Negara 

SUMBER HUKUM TATA 
NEGARA 
1. Istilah Dan Pengertian 

Sumber Hukum  
2. Penggolongan Sumber 

Hukum 
3. Sumber Hukum Tata 

Negara 

Istilah Dan Pengertian 
Sumber Hukum, 
Penggolongan Sumber 
Hukum Dan Sumber 
Hukum Tata Negara 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

5 Mahasiswa Mampu 
Menguraikan Dan 
Menjelaskan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-
Undangan Sebagai Sumber 
Hukum Tata Negara 

SUMBER HUKUM TATA 
NEGARA 
Tata Urutan Peraturan 
Perundang-Undangan 
1. TAP MPRS No. 

XX/MPRS/1966 
2. TAP MPR No. 

III/MPR/2000 
3. UU No.10 Tahun 2004 

Tata Urutan Peraturan 
Perundang-Undangan 
Sebagai Sumber Hukum 
Tata Negara 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 



6 Mahasiswa Mampu 
Menguraikan Serta  
Menjelaskan Pengertian 
Sistem Pemerintahan Dan 
Macam-Macam Sistem 
Pemerintahan 

SISTEM PEMERINTAHAN 
NEGARA 
1. Pengertian Sistem 

Pemerintahan 
2. Pembagian Sistem 

Pemerintahan 

Pengertian Sistem 
Pemerintahan Dan Macam-
Macam Sistem 
Pemerintahan 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

7 Mahasiswa Mampu 
Menguraikan Dan  
Menjelaskan Sistem 
Pemerintahan Di Indonesia 
Berdasarkan Konstitusi Yang 
Pernah Berlaku 

SISTEM PEMERINTAHAN 
NEGARA 
Sistem Pemerintahan 
Indonesia 
1. KRIS 1949 
2. UUDS 1950 

Sistem Pemerintahan Di 
Indonesia Berdasarkan 
Konstitusi Yang Pernah 
Berlaku 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

8 Ujian Tengah Semester 
9 Mahasiswa Mampu 

Menguraikan Dan  
Menjelaskan Sistem 
Pemerintahan Di Indonesia 
Berdasarkan Konstitusi Yang 
Pernah Berlaku 

SISTEM PEMERINTAHAN 
NEGARA 
Sistem Pemerintahan 
Indonesia 
1. UUD 1945 Sebelum 

Perubahan 
2. UUD 1945 Setelah 

Perubahan 

Sistem Pemerintahan Di 
Indonesia Berdasarkan 
Konstitusi Yang Pernah 
Berlaku 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

10 Mahasiswa Dapat 
Menjelaskan Proklamasi, 
Penyusunan UUD 1945, KRIS 
1949, UUDS 1950 Dan 
Pemerintahan Darurat RI 
Dan Dekrit Presiden 5 Juli 
1959 

SEJARAH 
KETATANEGARAAN 
INDONESIA 
1. Proklamasi 
2. Penyusunan UUD 1945, 

KRIS 1949 Dan UUDS 1950 
3. Pemerintahan Darurat RI 
4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Proklamasi, Penyusunan 
UUD 1945, KRIS 1949, UUDS 
1950 Dan Pemerintahan 
Darurat RI Dan Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

11 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Pelaksanaan 
UUD 1945 

SEJARAH 
KETATANEGARAAN 
INDONESIA 
Pelaksanaan UUD 1945 
1. Orde Lama (  1959-1965) 
2. Orde Baru ( 1966-1998) 
3.  Era Reformasi ( 1998- 

Sekarang) 

Pelaksanaan UUD 1945 1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

 
12 
 
 
 

Mahasiswa Dapat 
Menjelaskan Pengertian 
Hukum Tata Negara 
Darurat, Dasar Hukum 
Hukum Tata Negara 
Darurat, Kekuasan Dan 
Kedudukan Penguasa 
Darurat. 

HUKUM TATA NEGARA 
DARURAT 
1. Pengertian Hukum Tata 

Negara Darurat 
2. Dasar Hukum Hukum 

Tata Negara Darurat 
3. Kekuasan Dan 

Kedudukan Penguasa 
Darurat. 

Hukum Tata Negara 
Darurat, Dasar Hukum 
Hukum Tata Negara 
Darurat, Kekuasan Dan 
Kedudukan Penguasa 
Darurat. 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

13 Mahasiswa Mampu HUKUM TATA NEGARA Amandemen UUD 1945 1. Ceramah 1. Test 



Menguraikan Dan 
Menjelaskan Amandemen 
UUD 1945 

TERKAIT 
Amandemen UUD 1945 

2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

14 Mahasiswa Mampu 
Menguraikan Dan 
Menjelaskan Hak Azazi 
Manusia Dan 
Kewarganegaraan 

HUKUM TATA NEGARA 
TERKAIT 
Hak Azazi Manusia Dan 
Kewarganegaraan 

Hak Azazi Manusia Dan 
Kewarganegaraan 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

15 Mahasiswa Mampu 
Menguraikan Dan 
Menjelaskan Pemerintah 
Daerah Dan Otonomi 
Daerah, Lembaga Negara 
Dan Pemilu 

HUKUM TATA NEGARA 
TERKAIT 
Pemerintah Daerah Dan 
Otonomi Daerah, Lembaga 
Negara Dan Pemilu 

Pemerintah Daerah Dan 
Otonomi Daerah, Dan 
Lembaga Negara Dan 
Pemilu 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

16 Ujian Akhir Semester 
 


